BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Hannah Arendt adalah seorang pemikir perempuan yang sangat
berpengaruh pada abad ke-21. Kendati, Arendt menolak untuk menyebut dirinya
filsuf, karya-karyanya tetap menunjukkan refleksi-refleksi filosofis yang sangat
mendalam. Arendt sendiri lebih memilih untuk menyebut dirinya sebagai pemikir
politik. Pemikiran filosofis Arendt sangat berbeda dengan pandangan filsuf-filsuf
lainnya yang menjelaskan filsafat secara sistematik. Pandangan filosofis Arendt
ditemukan dalam karya-karyanya yang bersifat analitik dengan menggunakan
metode fenomenologis. Pandangan Arendt tentang politik, didasarkan pada
tindakan rezim totalitarianisme Nazi yang membantai orang-orang Yahudi secara
brutal. Arendt sendiri mengalami kekejaman Nazi dan merefleksikan peristiwa

tersebut sebagai persoalan dalam tindakan politik.

Titik tolak pemikiran Arendt tentang tindakan politik ialah krisis modernitas
yang mengabsolutkan sebuah gagasan. Pemikiran filosofis Arendt yang tampak
naratif-analitik mengangkat persoalan-persoalan konkrit yang dilakukan oleh rezim
Nazi terhadap orang-orang Yahudi dan secara kritis dianalisis sebagai sebuah
kegagalan dalam tindakan politik. Teori tindakan Arendt mencoba merefleksikan
peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi pada masa lampau dan berusaha untuk
mencegah terjadinya fakta problematik tersebut di masa kini dan yang akan datang.
Arendt menjelaskan bahwa, apa yang terjadi pada masa lampau merupakan fakta
sejarah yang tidak dapat dirubah atau dihilangkan. Manusia hanya mampu
menganalisis faktor penyebab krisis pada masa lampau dan berjuang untuk

mencegah krisis pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam penjelasannya tentang vita activa (aktivitas manusia), Arendt
menganggap kerja, karya dan tindakan sama-sama memiliki peranan penting bagi

kelangsungan hidup manusia. Kendati demikian, Arendt menempatkan tindakan



sebagai titik sentral kehidupan manusia. Bagi Arendt, hanya tindakan yang dapat

membedakan manusia dari makhluk lain. Tindakan melibatkan aktivitas berpikir

yang mampu mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih bijaksana. Melalui
tindakan, manusia dapat menyempurnakan aktivitas berpikir dan kontemplasi yang
dilakukan dalam ruang privat. Tindakan manusia dianggap sebagai aktivitas paling
tinggi kerena di dalamnya manusia dapat mengekspresikan kebebasan dan pluralitas.
Dalam konteks ini, Arendt menegaskan bahwa tindakan adalah suatu hal yang paling
dekat dengan kelahiran, karena melalui tindakan, setiap individu mampu
menghidupkan kembali keajaiban yang inheren dalam kelahiran mereka. Kegagalan
dalam tindakan politik dapat menyebabkan beragam persoalan dalam kehidupan sosial

manusia.

Persoalan tindakan pidana korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai
sebagai kegagalan dalam tindakan politik dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena
menyebabkan alienasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan para koruptor juga
menyebabkan beberapa persoalan dalam kehidupan bersama yakni pertama,
menciptakan ruang publik yang tidak adil dan harmonis. Kedua, menghambat upaya
pembangunan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ketiga, merugikan negara
sebagai institusi sosial. Maraknya tindakan korupsi di Nusa Tenggara Timur juga
menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi termiskin di
Indonesia. Kemiskinan dalam konteks ini ialah minimnya pembangunan infrastruktur

baik di bidang kesehatan, pendidikan, penerangan maupun jalan raya.

Kasus tindakan pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur jika dianalisis dari
perspektif politik Hannah Arendt, dapat dikategorikan dalam tiga penyebab yakni
pertama, minimnya tanggung jawab para pemimpin publik terhadap kehidupan
bersama. Hal ini tampak dalam tindakan para koruptor yang lebih memilih untuk
memperkaya diri dengan mencuri uang rakyat sembari mengorbankan kepentingan
publik dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan oleh para
pemimpin publik. Dalam konteks ini, para koruptor menggunakan kekuasaan atau
jabatan publik bukan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan bersama,
melainkan sebagai alat untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Penyalahgunaan kekuasaan juga dapat dipahami dalam konteks kebijakan politik yang



berpotensi menguntungkan para pejabat publik. Ketiga, hilangnya aktivitas berpikir
kritis para pemimpin publik. Hilangnya aktivitas berpikir kritis yang dimaksudkan di
sini ialah kagagalan para pemimpin publik untuk menciptakan ruang publik yang adil.

Selain para pejabat publik, hilangnya aktivitas berpikir kritis juga dikenakan
kepada seluruh elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur yang menampilkan diri
sebagai entitas yang tidak berdaya di hadapan para penguasa. Dalam konteks ini,
masyarakat memandang para pejabat publik sebagai penguasa yang mesti ditakuti dan
taat terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan. Masyarakat lebih memilih untuk taat
sebagai budak dibandingkan sebagai publik yang rasional dan partisipatif dalam
kehidupan politik. Hal ini tentu disebabkan oleh teror dan ketakutan yang diciptakan
oleh para pejabat korup. Ancaman atau teror yang dilakukan oleh para pejabat korup
tentu bertujuan untuk melanggengkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Situasi

worldlessnes seperti ini sangat rentan terhadap krisis dalam kehidupan bersama.

Hannah Arendt dalam penjelasannya tentang tindakan politik, mengatakan
bahwa politik merupakan ‘ruang di antara’ yang menyediakan ruang bersama bagi
setiap manusia untuk mengungkapkan diri di dalam ruang publik. Itu berarti, pada
hakikatnya politik berada di luar diri manusia. Politik adalah sebuah ruang di mana
manusia bertemu untuk bertindan dan berbicara tetang pelbagai upaya untuk
mensejahterakan kehidupan bersama. Dalam konteks ini, Arendt mengeritik
pandangan Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk politik (zoon
politikon). Menurut Arendt, secara kodrati manusia bukan makhluk politik. Politik
hanya muncul dalam kebersamaan manusia baik dalam pembicaraan maupun dalam

tindakan.

Dalam teori tindakan politiknnya, Arendt menekankan dua poin utama yakni
kebebasan dan pluralitas. Menurut Arendt, kebebasan bukanlah kemampuan individu
untuk memilih beragam alternatif yang mungkin sebagaimana yang dimengerti dalam
tradisi liberal, atau sebagai kemampuan bebas untuk memilih (liberium arbitrium)
yang diberikan oleh Allah seperti yang diajarkan oleh doktrin Kristen. Tetapi, sebagai
kapasitas manusia untuk memulai, mengawali sesuatu yang baru, tindakan tak terduga,
yang dimiliki manusia sejak lahir. Kapasitas untuk bertindak bersama dengan tujuan
membahas politik publik adalah apa yang dimaksudkan oleh Arendt tentang

kekuasaan (power). Kekuasaan lahir dari pluralitas tindakan manusia yang dilakukan



secara bersama. Kekuasaan eksis dalam diskusi dan perdebatan secara rasional tanpa

dibatasi oleh kepentingan tertentu.

Selain kebebasan, Arendt juga mengidentifikasi tindakan dengan pluralitas
manusia. Tindakan mengandaikan pluralitas karena tindakan membutuhkan
pengakuan orang lain, membutuhkan pengakuan dan penilaian suatu komunitas.
Dalam konteks persoalan korupsi di Nusa Tenggara Timur, tindakan para pejabat
korup dinilai sebagai sebuah ironi dalam kehidupan sosial. Hemat penulis, fenomena
tindakan korupsi di Nusa Tenggara Timur menggambarkan bobroknya tindakan para
pejabat publik yang acapkali menjadikan jabatan publik untuk melanggengkan cita-
cita pribadi. Para pejabat publik masih terkungkung di dalam sebuah idealisme yang

egoistis dan mengesampingkan kepentingan bersama.

4.2 USUL-SARAN

Setelah membaca fenomena tindakan korupsi di Provinsi Nusa Tenggara
Timur dalam terang teori tindakan politik Hannah Arendt, penulis memberikan
beberapa usulan yang bermanfaat untuk kehidupan bersama dan sebagai upaya untuk

membenahi kehidupan dan praktik politik di Nusa Tenggara Timur.

Pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.
Partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dalam beragam diskusi publik yang
berbicara mengenai pelbagai persoalan bersama. Diskusi publik juga meningkatkan
kritisisme masyarakat perihal kebijakan-kebijakan para pejabat publik yang berpotensi
koruptif dan diskriminatif. Pentingnya diskusi dalam ruang publik juga terletak pada
upaya menyadarkan masyarakat perihal kontrol sosial terhadap beragam tindakan
koruptif yang dilakukan oleh para pejabat publik. Tak dapat dipungkiri bahwa tidak
semua elemen masyarakat dapat mengambil bagian secara aktif dalam diskusi publik.
Kendati demikian, diskusi publik tetap penting dalam kehidupan bersama sebagai

upaya menciptakan ruang publik yang adil.

Kedua, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.
Berhadapan dengan maraknya tindakan pidana korupsi di Nusa Tenggara Timur,
masyarakat mesti memahami persoalan tersebut sebagai minimnya rasa tanggung
terhadap kehidupan bersama. Upaya mengatasi persoalan korupsi tidak terbatas pada

tugas para penegak hukum. Masyarakat harus mengambil bagian dalam penyelesaian



persoalan tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam upaya mengatasi persoalan korupsi
dapat ditunjukkan dalam beragam kegiatan seperti aksi damai atau demonstrasi.
Intervensi masyarakat dalam mengatasi persoalan tindak pidana korupsi di Nusa

Tenggara Timur turut memengaruhi proses penyelesaian persoalan tersebut.

Ketiga, menyadari tindakan korupsi sebagai kejahatan. Salah satu penyebab
langgengnya tindakan korupsi di Nusa Tenggara Timur ialah pemahaman yang keliru
tentang korupsi itu sendiri. Korupsi bukan dianggap sebagai sebuah kejahatan
melainkan sebagai hasil dari sebuah perjuangan politik. Para pejabat korup
menjadikan politik sebagai sebuah sarana untuk memperkaya diri. Persoalan ini mesti
segera disadari dan mendapatkan perhatian khusus baik oleh para penegak hukum
maupun seluruh komponen masyarakat sebagai sebuah ancaman terhadap
kesejahteraan bersama. Kesadaran masyarakat dapat ditunjukkan melalui kritik baik
lewat media sosial maupun secara langsung. Masyarakat hendaknya menyadari diri
sebagai tujuan dari suatu tindakan politik.

Keempat, memahami politik sebagai upaya menciptakan kesejahteraan
bersama. Pada dasarnya kesejahteraan bersama adalah hasil dari kebersamaan manusia
baik dalam tindakan maupun dalam pembicaraan. Politik sebagai “ruang di antara”
mestinya mendorong manusia untuk meninggalkan kepentingan pribadi dan
memperjuangkan cita-cita bersama. Pemahaman yang komprehensif tentang makna
politik sangat membantu manusia untuk memikirkan dan menganalisis pelbagai
kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama di
dalam ruang publik.
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